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1. Pasal 29C dan Pasal 30 ayat d Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan

Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam

Tahun Berjalan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020

tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di

Indonesia



Definisi Penelitian & Pengembangan (R&D)
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Penelitian/ 
Research

Pengembangan
Development

Kegiatan yang dilakukan menurut

metodologi ilmiah untuk memperoleh

data dan informasi yang berkaitan

dengan pemahaman tentang fenomena

alam dan/atau sosial, pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu

asumsi dan/atau hipotesis, dan 

penarikan kesimpulan ilmiah.

Kegiatan untuk peningkatan manfaat

dan daya dukung ilmu pengetahuan

dan teknologi yang telah terbukti

kebenaran dan keamanannya untuk

meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu

pengetahuan dan teknologi.



Bentuk Insentif atas R&D
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Pengurang penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) diberikan kepada Wajib

Pajak yang melakukan penelitian & pengembangan di Indonesia dengan perincian sebagai

berikut:

a. 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan R&D;

b. Tambahan paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan R&D 

sebagai berikut:

 50% jika R&D menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang didaftarkan di Kantor Paten atau Kantor 

PVT dalam negeri;

 25% jika R&D menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT 

yang selain didaftarkan di Kantor Paten atau Kantor PVT dalam negeri juga didaftarkan

di Kantor Paten atau Kantor PVT luar negeri;

 100% jika R&D mencapai tahap Komersialisasi;

 25% jika R&D menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau mencapai tahap

Komersialisasi, dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan Pemerintah dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi, di Indonesia.



Penghitungan Insentif
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 Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto (paling tinggi 200%) dikalikan

akumulasi biaya R&D terkait untuk 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi

terlebih dahulu antara saat:

a. pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT; atau

b. mencapai tahap Komersialisasi. 

 Tambahan pengurangan penghasilan bruto mulai dibebankan pada saat Wajib Pajak

memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT, dan/atau mencapai

tahap Komersialisasi.

 Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dibebankan di setiap

Tahun Pajak paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Kena 

Pajak (PKP) sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

 Apabila tambahan pengurangan penghasilan bruto lebih tinggi dari 40% (empat puluh

persen) dari PKP sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan penghasilan bruto, 

selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang belum termanfaatkan dapat

diperhitungkan untuk tahun-tahun pajak berikutnya.



Contoh Penghitungan Insentif
1 dari 2
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Contoh Penghitungan Insentif
2 dari 2
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Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (1)
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a. Dilakukan oleh Wajib Pajak, selain Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan

kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan

yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam

kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan;

b. Penelitian dan Pengembangan mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yakni tanggal 25 Juni 2019;

c. Memenuhi kriteria:

1. bertujuan untuk memperoleh penemuan baru;

2. berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal;

3. memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya;

4. terencana dan memiliki anggaran; dan

5. bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau

diperdagangkan di pasar; dan

d. merupakan Penelitian dan Pengembangan prioritas dengan fokus dan tema

sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 153/PMK.010/2020



9

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Indonesia

Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (2)



10

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Indonesia

Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (3)
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Kegiatan yang tidak diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi

200% meliputi kegiatan:

a. penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi

komersial;

b. kendali mutu selama produksi komersial, termasuk pengujian rutin terhadap hasil produksi;

c. perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial;

d. perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin

dari produk yang telah ada;

e. penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan

pelanggan sebagai bagian dari kegiatan komersial yang berkesinambungan;

f. perubahan rancangan secara musiman ataupun periodik dari produk yang telah ada;

g. rancangan rutin dari peralatan dan cetakan;

h. rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, 

pengaturan kembali, atau fasilitas permulaan yang digunakan (start-up of facilities) dan 

peralatan; dan/atau

i. riset pemasaran.

Kriteria Penelitian dan Pengembangan Tertentu (4)



Jenis Biaya Penelitian dan Pengembangan
Tertentu yang Mendapatkan Insentif
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a. aktiva selain tanah dan bangunan, berupa:

1. biaya penyusutan aktiva tetap berwujud dan/atau biaya amortisasi aktiva

tidak berwujud; dan

2. biaya penunjang aktiva tetap berwujud yang meliputi listrik, air, bahan bakar

dan biaya pemeliharaan;

b. barang, dan/atau bahan;

c. gaji, honor, atau pembayaran sejenis yang dibayarkan kepada pegawai, peneliti, 

dan/atau perekayasa yang di pekerjakan;

d. pengurusan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau

Hak PVT; dan/atau

e. imbalan yang dibayarkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan

dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi, di Indonesia, yang dikontrak oleh Wajib

Pajak untuk melakukan kegiatan R&D tanpa memiliki hak atas hasil dari Penelitian

dan Pengembangan yang dilakukan.



Prosedur Mendapatkan Insentif
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1. Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, Wajib Pajak harus

mengajukan permohonan melalui OSS dengan melampirkan:

a. proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; dan

b. Surat Keterangan Fiskal.

2. Proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan paling sedikit memuat:

a. nomor dan tanggal proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

b. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. fokus, tema, dan topik Penelitian dan Pengembangan;

d. target capaian dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

e. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari rekanan kerja sama, jika Penelitian dan 

Pengembangan dilakukan melalui kerja sama;

f. perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan

dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan;

g. perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan

Penelitian dan Pengembangan; dan

h. perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.
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